BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.832, 2013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Remisi. Asimilasi. Syarat.
Pembebasan Bersyarat. Cuti. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI,
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT,
CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi
keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat dilakukan untuk
memberikan motivasi dan kesempatan kepada
narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk
mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan,
keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah
masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat
untuk secara aktif ikut serta mendukung
penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan,
ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat
maka perlu diatur secara komprehensif mengenai
syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti
mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti
menjelang bebas, dan cuti bersyarat;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2013, No.832

Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 43B
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan
Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang

Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 223);
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6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI
KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI
MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
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Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan
kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk
memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau
anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara
kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya
sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak pidana, anak negara, dan
anak sipil.

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga
pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun.

Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga
pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata
untuk melaksanakan bimbingan Klien.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah
seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.
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Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan
kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang
melaksanakan Pembimbingan Klien di Bapas.

Berkelakuan Baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin
yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program
pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat, yang berorientasi untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan
imbalan jasa atau upah.

Program Deradikalisasi adalah program pembinaan bagi Narapidana
yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi
atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan
memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Pasal 2

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak
mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta keluarganya.

Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan
keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
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